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illenimbang : a.

BUP.qTI HAI-MAHERA BAR{T ,

bahwa rumaLt rnelupakan salah salu keuuluha-I]. Ciasar

manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan

crencj,,rir.,-rtr-g i-ei-st:ierrgu,a!:ar1\,i:t rl,;nriisijl.-afr ktlr-iil'ga,

pertumtruhan budaya dan perilakr-r serta peningkatan

kualitag generasi 1,"'anfl akan ciatasg;

bahwa dalam rangka melakukan penataan dan pelestarian

Iingkrrngan parla karrasan perkotaan serta r;ntuk mernbantr:

masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak'

memenuhi persyaratan kesehatan darr lingkungan serta

harga sewa yang terjangkau oleh aparatur sipil nega-ra' maka

pemerintah Kabupaten melalui Kementerian Pekerjaan umum

dan Perumahan Rakyat membangun Rumah Susun

Sed,erhana Seu'a Aparatur Sipil Negara;

l-;aii-roa u;^rii tk iliefiiai-rf.3ai-l<a;t Ri:;-nah Su sui^t Se-'va Ailara*r'ij1:

Sipil Negara, maka perhr pengaturan mengenai Pengelolaan

F-umah susun -Q*d*rhana Ser*:4. Ap*::atur sipil }Jega:'a

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ;

e"

d,bahwatrerrlasa-rkanpertimbangansetragaimanadimaksud
dalam huruf a, huruf b d.an huruf c diatas perlu menetapkan

PeraturanBupatiHalmaheraBarattentangPengelolaarr
Rumah susun sederhana sewa Aparatur sipil Negara

Pemerintah Kabupaten Halmatrera Barat ;

Mengingat . 1. Unda,g-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapafi

'-nJa;:g u:i(1a;],g I"cri'cr :" l'\arurel Tai:u:: l'j;:; icril:j:{

Pembentukan Daerah-d.aerah srp'atantra Tingkat II Dalam

Wilalritit Daerah $rrrar-antra Tingk:.t-r i Ir{ai-''lkrr vnt=ir:ci!

Undang-undang;

b.



-
--) .

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru,

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L74 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA3 tentang Pembentukan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera

Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera

Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara

(Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 2L,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a262]';

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang

Perbendahataarl Negara (Lembaran Negara Republik Tahun

2AA4 Nomor 5, Tambatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali

diubah tera-tr<trir dengan Undang-Undang Tahun 2O2L Nomor

7, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Nomor 246 Tahun 2021, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67361;

Undang-Undang No. I Tahun 20ll Tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ?OLL, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2ALl Tentang Rumah

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1

Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al4 Nomor 244 Tambahan Lembaral Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Tahun 2A22

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 67571;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O2l tentang

Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik

Tahun 2O2l Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6625|;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Aa.

q

6

7"

8.

9.

10.



{Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor

6881);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat

Nomor 7 Tahun 2A22 tentang Pelaksanaan Bantuan

Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status,

Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2

Tahun 2O2L tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2

Tahun 2A24 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah'

lvlenetapkan

MEIVIUTUSI(AN :

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA APARATUR SIHL
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
I(ETEN?UAN T'MT'M

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.

pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Halrnahera Barat Bersama Perangkat

Daerah Kabupaten.
pejabat yang ditunjuk, adatah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya dibidang pengelolaan Pemmahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten .

Rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut RUSUNAWA, adalah

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu linglcungan yang terbagi

dalam bagian- bagran yarlg distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal

manpun vertikal dan merupakan satrran-satua-n yang masing-masing digunakan

secara terpisah, status pengUasaannya Sewa serta dibangun dengan menggunakan

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

Tim pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan satuan Tim yang

ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan

tugas pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

penghuni adalah perseorangan yang bertempat ting8al dalam satuan rumah susun;

11.
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8. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa (sarusunawa), yang selanjutnya disebut
SARUSUNAWA, adalah unit hunian pada rusunawa yang d.apat d.igunakan secara
perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung
ke jalan umum bersama.

9. Ruang Bersama adalah ruang-memg umum pada bangunan dan di luar bangunan
rusunawa yang menjadi bagran dari tanggungiawab pengeloiaan dan dapat
dimanfaatkan untuk pemakaian bersama, termasuk selasar, ruang tangga, ruang
serbaguna, taman, tempat bermain, sarana olahraga, sarana ibadah, tempat parkir
dan pedestrian

10. Satuan Ruang Non Hunian adalah ruang pada lantailbagian rusunavra yang

direncanaka:r atau pada bangunan lain yang menjadi bagran dari tanggungiawab
pengelolaan rusunawa, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, sosial dan

sa.rana pelayanan umum berdasarkan ketentuan persewaan.

11. Prasarana Lingkungan Rusunawa adalah kelengkapan dasar frsik lingkungan
rusunawa yarrg memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi

sebagaimana mestinya, seperti jalan masuk, tangga, selasar, drainase, sistem air
limbah, persampahan, dan air bersih.

12. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagran Rumah Susun,

tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian Bersama;

13. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk
menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekono-i, sosial dan budaya,

seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan sarana umum

lainnya.

14. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, berupa
jaringan listrik, jaringan telpon, jaringan gas, sarana proteksi/pemadam kebakaran,

sarana transportasi vertikal (tangga umumftangga daruratltangga berjalan) dan

penangkal petir.

15. Pemilik Rusunawa, yang selanjutnya disebut sebagai pemitk, adalah pengguoa

barang milik negara yang mempunyai penguasaan atas barang milik negara berupa

Rusunawa.

16. Pengguna Barang Milik Negara adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

barang milik negara/ daerah.

17. Penerima Aset Kelola Sementara adalah pemerintah daerah kabupaten, perguruan

tingg atau lembaga lainnya yang menerima kelola aset rusunawa dari pengguna

barang mitk negara.

18. Penghuni adalah masyarakat Kabupaten yang belum memiliki tempat tinggal serta

berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, yang melakukan perjanjian sewa

saru$unawa dengan unit pengelola.

19. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan rumah susun

sederhana sewa (rusunawa), yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Hak Pemakaian

Rusunawa oleh Pemerintah Daerah;



20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oieh

orang pribadi atau Badan;

21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector

swasta;

22. Tuaraa Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal

uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa danlatau sewa bukan hunian

rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

23. Operasional Rusunawa adaiah kegiatan-kegratan yang dilakukan sehari-hari untuk

pelayanan penghuni sewa.

24. Pengelola, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola rusunawa, adalah instansi

pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh

pernilik rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rusunawa.

25. Badan Hukum adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia yang memenuhi pers5raratan untuk pemanfaatan

rusuna$ra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

26. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis atas

barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi

rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawas€rn dan pengendalian

Rusunawa.

27. Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi,

keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan

pembinaan;

28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa

rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

kementerian/lenbagalsatuan kerja perangftat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam

pakai, dan kerjasarna pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan

yang dilakukan oleh Tim Pengelola untuk memfungsikan ru.sunawa sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan.

29. Pengembangan adalah kegiatan penambahan bangunan dan/atau komponen

bangunan, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak terencana pada waktu

pembangunan rusunawa tetapi diperlukan setelah bangunan dan lingkungan

difungsikan.

30. Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang

anggotanya terdiri dari para penghuni rumah susun sederhana sewa.

31. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan

perundang-undangan mengenai rumah susun sederhana sewa dan upaya

penegakan hukum



BAB N
LAITDASAN, TUJUAIT DAI{ SASARAIT

Pasal 2

Pembangunan Rusuraawa berlandaskan pada asas kesejahteraan umum, keadilan,

pemerataan, keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan sehingga dapat

mencapai pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan

sehat bagi penghuninya.

Pasal 3

Pembangunan Rusunawa bertujuan untuk :

a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan

permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan

budaya;

b. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;

c. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni

dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tduan pemenuhan kebutuhan

perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;

d. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau,

terutama bagr MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan

berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang

terpadu;

e. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan

kepemilikan rumah susun.

Pasal 4

Sasaran pembangunan Rusuna\Ma adalah memberikan fasilitas rumah dengan sistem

iuran sewa untuk :

a. pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di daerah administrasi Kabupaten,

diutamakan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

b. Dipergunakan untuk hunian sementara bagi pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil

Negara (ASN)

c. Kelompok sasaran penghuni rLrsunawa sebagaimana dimaksud pada ayat {a) adalah

1 ASN yarag bekerja di Kabupaten Halmahera Barat baikyang berdomisili di

Halmahera Barat ataupun yarig berdomisili diluar Kabupaten Haimahera Barat

yang dibuktikan dengan Kartu Pegawai (Karpeg);

2 Belum memiliki rumah tinsgal tetap dengan dibulrtikan melalui surat

keterangan dari pimpinan tempat bekerja;

3 Sanggup dan bersedia menaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang

berlaku;



BIIB IIT

PENGEI*OLAA}T RUStrATT STXS{T$ SEDER.E{AIYA, SEWA

Bagian Fertaura

Pengelc1aan

Pasal 5

Kegiatan pengeiolaan Rumah Susun Sederhana Sewa meiiputi :

a. Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa yang mencakup pernanfaatan ruang dan

bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas

prasarana, sarana dan utilitas;

b. Kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian,

penetapan ca-lon penghuni, perjanjian se\4/a menyewa serta hak, kewajibal dan

Larangan penghuni;

c. Administratif keuangan, meliputi pencatatan pendaftaran keluar masuk penghuni

Rumah Susun Sederhana Sewa secara lengkap, menerima pembayaran uang sewa

da:'r iuran lainnya, menerimaf r,:.elrrcatat Laporan dari penghuni untuk diteruskan

kepada yang berwenang;

d. Melakukan perigamaJler, dan penertiban mulai dar:i unit hunian, hlok bangunan

dan lingkungan hunian Rusunawa dari hal - hal yang tidak diinginkan;

e. Kebersihan, khususnya sampah dari unit hunian dan sampah lingk*ngan ke

Tempat Pembuangan Sementara {TPS} ;

f. Perneliharaae iingkungan da-n perawatan fisik bangunan beserta instalasi serta

peningkatan kualitas prasarana, sararta dan utilitas;

g. Pemeliharaan hunian metriputi komponen - komponen bangunan yang ada pada unit

hunian, blok bangunan sampai pada komponen yang ada pada lingkungan

Rusunawa;

h. Perbaikan kerusakan dalam skala kecil maupun besar meliputi kerusakan-

kerusakan yang ada pada unit hunian, blok bangunan serta yang ada pada.

komponen lingkungan F-usunawa;

i. Fen:binaan terhadap penghr"rni RUSUNAWA.

Bagian Kedua

Lernbaga Fengelotra

Pasal 6

(1). Guna Pengelolaan Rumah susun Sederhana Sewa dibentuk Tim Pengelola dibawah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten ;

(2). Unit Pengeloia bertanggung jawab melaporkan segala kegiatan dalam pengelolaan

Rumah Susun Sederhana Sewa kepada Dinas Peruma-hal, Kawasan Permukiman

dan Lingkung€rn Hidup Kabupaten .

{3}. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten

selaku Dinas yangmembawahi Unit Pengelola Rusunawa bertanggung jawab kepada

Bupati.



(a).Dalam hal pejabat pada Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
belum diisi, maka pengeloiaan rusunawa dilaksanakan oieh Tim Pengelola

Rurnah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) yang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas.

Bagian Ketlga

Trrgas Pokok dan Frrngsi Uuit Pengelola Rusuaawa

Pasal 7

T\rgas Pokok dan fungsi, sebagai berikut:

a. Menyusun program dan perencanaan yang mencakup operasional dan telaris

sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;

b. Men3rusun anggaran untuk kegiatan pengelolaan yaflg diusulkan melalui Unit
Pengelola;

c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan

utilitas (listrik, air bersih dan air limbah);

d. Melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sararra

dan prasarana lingkungan;

e. Melaksanakan kegiatan penyewaan, perlanganan pelanggan, pembinaan, penghuni,

keamanan dan ketertiban lingkungan;

f. Melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima iuran
uang se\Ma serta penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rumah

Susun Sederhana Sewa;

h. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam lingkup tugas dan

tanggung jawabnya;

i. Melaporkan kepada Bupati dan atau Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukima:r Kabupaten seca-ra periodik mengenai posisi keuangan, administrasi,

dan permasala.han yalrg dihadapi serta upaya penyelesaiannya;

BAB TV

PETIANFAATAN FISIK BAT{GIII{AIT RUSI'NAUIA

Bagraa Kesatu

Gambaran Umum

Pasal 8

(1). Pemanfaatan fisik bangunarl rusunawa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang

hunian maupun bukan hunian.

(2). Pemanfaatan {isik bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup kegiatan pemeliharaarr, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan

prasarana, sarana dan utilitas.

(3). Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri dari jalan, tangga, selasar,

drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih.



{4). Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri dari sarana pendidikan,

kesehatan, peribadatan, dan olatrraga.

(5). Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) terdiri dari jaringan listrik, jaringan

gas, jaringan telepon, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang lluaian Dan Bukan Eunian

Pasal 9

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen sarusunawa hanya

dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

b. elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komponen dan kelengkapan

rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk

diantaranya; atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga,

balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen

mekanik;

c. penataan dan pengaturan barang dalam sarusunawa tidak menghalangi jendela

yang dapat menghambat sirkuiasi udara dan cahaya;

d. penempatan sekat pemisah antar mang tidak menganggu struktur bangunan;

dan

e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi ruang

lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.

Pasal 1O

(1). Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan rusunawa hanya dipergunakan

untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian

atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain;

b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya diperuntukkan

bagi usaha kecil;

c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni

rusuna\Ma;

d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan

tersebut;

e. pemanfaatan ruarlg lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai

ketetapan Unit Pengelola; dan

f. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK), ruang serbaguna,

ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana iain bagi lansia dan

penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.



(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan mang bukan hunian sebagaimana

yaflg dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketetapan Tim Pengelola.

Bagian Ketiga

Pemar,faatan Bangunan

Pasal 11

(1). Pemanfaatan bangunan ru.sunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan

terawatnya bangunan rusunawa wajib memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut:

a. Pemanfaatan bagian atap (roof) harus disesuaikan dengan daya dukung strulchrr

bangunan rusunawa;

b. Pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat

digunakan untuk tanaman dalam pot/ gantung;

c. Ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;

d. bagi Aparatur Sipil Negara yang belum berkeluarga, bangunan blok hunian

untuk laki-laki dipisahkan dengan bangunan blok untuk perempuan;

e. Dinding bagran dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan

papan informasi.

(2). Pemanfaatan bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni

dan pengelola rusunawa.

(3). Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak

boieh mengganggu penghurri lainnya.

(4). Pemanfaatan bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan kesepakatan antara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan

penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 12

(1). Pemeliharaan bangunan rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan

rusunawa beserta prasararla dan sarananya agar bangunan rusunawa tetap laik

fungsi.

{2). Pemeliharaarl bangunan rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan

oleh Unit Pengelola yang meliputi prasararla, sarana dan utilitas rusunawa.

{3}. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan bangunan diatur dalam petunjuk

pelaksanaan.

Bagian Kelima

Perawatan Rutin, Berkala, Mendesak dan Danrrat

Pasal 13



(1). Perawatan bangunan rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti

bagian bangunan rusunawa dala/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau

prasarana dan sarana agar bangunan rusunawa tetap laik fungsi.

(2). Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Perawatan rutin;

b. perawatan berkala;

c. perawatan mendesak; dan

d. perawatan darurat.

(3). Unit Pelaksana/ Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan

rusunawa dan apabila ditemukan kerusakan pada bangunan rusunawa maka Unit

Pengelola wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang

dibutuhkan.

(4). Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dilakukan sesuai tingkat

kerusakan terhadap bangunan rusunawa.

(5). Hasil perawatan yang telah dilakukan oleh petugas Unit Pengelola dilaporkan

kepada Dinas Teknis dan/atau pemilik bangunan dengan membubuhkan tanda

tangan petugas yang bersangkutan dan penghuni yang satuan huniannya telah

dirawat.

(6). Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sebagaimana dimaksud pada pasal ini

diatur dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 14

Perawatan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat {2} huruf a merupakan

kegiatan pengoperasian, perbaikan kecil peralatan utilitas dan keamanan bangunan.

Pasal 15

Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat {2} huruf b merupakan

kegiatan yang direncanakan menurut jangka walrtu dan diatur menurut jadwal tertentu

dengan tujuan mencegah kerusakan bangunan. Pekerjaan perawatan berkala

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggantian komponen bangunan,

penggantian suku cadang, pengecatan gedung, servis peralatan mekanikal dan

elektrikal.

Pasal 16

Perawatan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan

kegiatan yang dilakukan secara tidak terencana berdasarkan hasil inspeksi atam

laporan dengan tduan untuk mengatasi kerusakan yang membutuhkan penanganan

mendesak dan harus segera ditangani.

Pasal 17

Perawatan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan

kegiatan yang bersifat segera dan memerlukan perbaikan terhadap kerusakan yang

membutuhkan penanganan segera agar tidak membahayakan.



Bagian Keenam

Peningkatan Kualitas Prasarana, Saraaa daa Utilitas
Pasal 18

(1). Unit Pengeiola wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan

utilitas yang tersedia di kawasan rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi

lebih baik, nyaman. d.an aman sesuai dengan kebutuhan.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas prasarana, sarana dan

utilitas dalam rusunawa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati atau

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan.

BAB V

KEPEI{GHUITIA!{

Bagian Kesatu

Kelompok Sasaran Penghuni

Pasal 19

(1). Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Halmahera

Barat dan secara administratif tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur

Sipil Negara (ASN).

(2). Kelompok sasaran penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a. belum memiliki rumah tinggal tetap dengan dibuktikan melalui surat

keterangan dari Kepala Desa setempat atau dari pimpinan tempat bekerja;

b. sanggup dan bersedia menaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang

berlaku; dan

c. Dipergunakan untuk hunian sementara bagi sebagai Pegawai Negeri

Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN).

d. sanggup dan mampu memenuhi kewajiban membayar iuran tarif sewa dan

biaya-biaya lainnya yang ditetapkan;

(3). Penghuni Rusunawa yang kemampuan ekonominya telah mengalami

peningkatan menjadi iebih baik, harus melepaskan haknya sebagai penghuni

rusunawa;

(4). Pelepasan hak sebagai penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Pengelola.

Bagian Keriua

Proses Penghalni.am

Paragra.f I
Pendaftaran Calon Penghrzni

E^**E rlfl
t-€s4r &u



(1).Pendaftaran calon Penghuni Rusunawa dilakukan oleh Pengelola dengan

mempersiapkan :

a. mengajukan permohonan menghuni Rusunawa dengan mengisi formulir
pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. menyerahkan surat pernyataan sebagairnana tercantum dalam lampiran

II yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. menyerahkan surat keterangan bekerja dan belum memiliki rumah

sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakarl bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d. menyerahkan data pemohon dan kependudukan sebagaimana
tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2).Calon Penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi
persyaratan yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Penetapaa Calon Peaghuni

Pasal 21

(1) Setelah dilakukan pendaftaran calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, selanjutnya dilakukan penetapan calon Penghuni oleh Unit Pengelola

dengan tata cara sebagai berikut :

a. menyeleksi calon pengfruni yang telah mendaftar dan telah memenuhi

persyaratan;

b. seleksi sebagaimana dimaksud pada hurrf a meliputi verifikasi, seleksi dan

survei lapangan bagi pemohon yang telah mendaftar dan telatr memenuhi

persyaratan;

c. menetapkan pemohon yang ditunjuk sebagai calon penghuni;

d. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus

seleksi;

e. mengumumkan dan memanggd calon penghuni;

f. meminta calon penghuni mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib

penglrunian sebagaimana tercantum datam lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

g. membacakan dan memberitahukan hak dan kewajiban penghuni kepada

penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa

sebagaimana tercantum daiam lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

h. menyampaikan surat pengantar dari pengelola untuk disampaikan kepada

lingkungan rukun tetangga /rukun warga / ketua kelompok / ketua blok



setempat sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan

bagan tidak terpisalrJ<an dari Peraturan Bupati ini untuk dicatat dan digunakan

sebagai bukti bahwa Penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi meqjadi

Penghuni rusunawa;

i. memberikan surat pembatalan penghunian kepada calon Penghuni yang tidak

memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam l^ampiran VIII yang merupakan

bagran tidak terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Penetapan pemohon yang ditur$uk sebagai calon Penghuni sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c merupakan kewenangan Pengelolayang bersifat Iinal.

BAB VI
[rAI(, KEWA.TIBAN DAI$ L/LRAITGAN PEIIGHITNI

gaglan Kesatu

Hak Penghuni

Pasal22

(1) Penghuni Sarusunawa berhak :

a. memanfaatkan satuan bukan hunian yang disewa untuk kegiatan usaha;

b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau

air limbah;

c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang

kurang diperhatikan atau terawat kepada badan pengelola;

d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana

dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni;

e. mempunyai sarana sosial;

f. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal

dunia;

g. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat

dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;

h. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai

wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersam4

i. mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;

j. mengetahui kekuatan komponen strukhrr menyangkut daya dukung dan

kearnanan fi sik bangunan;

k. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari badan pengelola dan/atau

institusi lain yang berkaitan; ,

1. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang
penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah,

pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan

m. memanfaatkan pras€rrana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.



(2) fagi Penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan
khusrrs-

(3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan

ruang hunian dan mobilitas.

Bagian Kedua

Kewajiban Penghuni

Pasal 23

Penghuni Sarusunawa berkewa.iiban untuk :

a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;

b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan

pengelola;

c. memelihara, merawat, meqjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum

serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;

d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;

e. membayar retribusi pengelolan sampah yaflg telah ditentukan sesuai dengan

kesepakatan warga Rusunawa;

f. membayar retribusi pemakaian sarana air bersih, listrik;
g. membayar uarlg sewa dan jaminan uang sewa;

h. melaporkan pada pihak pengelola bila melihat adanya kerusakan pada prasarana,

sarana dan utilitas di Rusunawa;

i. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelataian penghuni;

j. mengosorrgkan ruang huni pada saat perjanjian sewa berakhir;

k. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan
bermasyarakat yang harmonis ;

1. menyimpan segala jenis bahan peledak, ballan kimia, bahan bakar atau bahan

terlarang lainnyayang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;

m. tidak boleh mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan

n. dilarang meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang

ditentukan.

Pasal 24

Untuk menentukan Unit Hunian akan dilakukan pengundian terhadap penghuni yang

dinyatakan lulus seleksi apabila calon penglruni melebihi kapasitas jumlah unit hunian

ya-:rlg tersedia.

Pasal 25

(1). Calon penghuni yang lulus seleksi dan dinyatakan berhak untuk menjadi penghuni

Rusunawa harus :

a. menandatangani Surat Perjanjian Sewa-menyewa Unit Hunian;

b. membuat Surat Pernyataan sarlggup mentaati tata tertib penghunian dan segala

peraturan yang ada;



c. membayar iuran uang sewa bulan pertama dan uang jaminan sebesar 1 (satu)

kafi sewa per bulan yang dibayarkan pada awal calon penghuni hendak

menempati Rusunawa;

(2). Bentuk dan format Surat Perjanjian Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) huruf a Pasal ini sebagaimar}a tersebut dalam Lampiran M Peraturan irri.

(3). Bentuk dan format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

Bagian Keempat

Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 26

(1). Pedanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g

mencakup:

a. identitas kedua belah pihak;

b. waktu tedadinya kesepakatan;

c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah

pihak;

d. hak, kewqjiban dan larangan para pihak;

e. jangka waldu dan berakhirnya perjanjian;

f. keadaan diluar kemampuan (force m4jeur)

g. penyelesaian perselisihan; dan

h. sanksi atas pelanggaran.

(2). Perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan

dengan kebutuhan Unit Pengelola.

Bagian l(sttna
Hak, KewaJibaa dan Larur;gan Penghuni

Pasal 27

Penghuni diberi hak, antara lain :

a. Menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal;

b. Menggunakan/memakai fasilitas barang dan benda bersama;

c. Mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian;

d. Menyampaikan keberatan/laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan

hunian yang kurang baik;

e. Mendapatkan iayanan suplai listrik, arr bersih, pembuangan air kotor dan/atau air

limbah;

f. Mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak

disebabkan oleh penghuni;

g. Mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang

diperhatikan atau terawat kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana

dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penglruni;



i. Mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serbaguna bagi yang meninggal dunia;
j. Menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukarr

perbaikan pada satuan hunian penghuni;

k. Menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah

komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;

1. Mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan frsik maupun psikologis;

m.Mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan,

penyelamatan terhadap bahaya kebakaran, evakuasi dan keadaan darurat lainnya;

n. Mendapat penjelasan tentang memanfaatkan prasararla, sarana dan utilitas sesuai

dengan fungsi dan pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air,

listrik dan lainnya;

o. Bagi penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan

khusus;

p. Mendapat pengembalian uang jaminan pada saat mengakhiri hunian setelah

diperhitungkan seluruh kewajiban yang belum dipenutri.

Pasal 28

Penghuni berkew4iiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Membaya.r uaag iuran sewa dan jaminan sewa sebesar 1 bulan sewa dimuka, dan

segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Membayar rekening listrik, air bersih, dan rekening sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Memelihara, merawat, meqjaga kebersihan satuan hunian, benda serta fasilitas

bersama dan sarana bersama lainnya serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;

d. Membuang sampah di tempat yang telah ditentukan dan teratur;

e. Melaporkan bila melihat kejadian, kejanggalan, prasarana, sararla dan utilitas

bangunan rusunawaserta perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan

penghuni rusunawa;

f. Membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat penghuni;

g. Bersedia mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh Pihak Pengelola;

h. Mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada pengelola

pada saat perjanjian sewa berakhir;

i. Penghuni tidak diperkenankan merubah bentuk unit rusunawa yang ditempati.

j. Melaporkan tamu penghuni yang akan mengunjungi unit rusunawa kepada Pengelola

dalam waktu L x24 jam;

k. Mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksalakan secara berkala;

1. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan bermasyarakat yang harmonis.

Pasal 29

Penghuni dilarang untuk melakukan hal-hat sebagai berikut:

a. memindahkan hak sewa kepada pihak iain;

b. menyewa lebih dari satu satuan hunian;

c. merlggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gud*g;



d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;

e. mengubah prasarana, sara$,a dan utilitas rusuna\Ma yarrg sudah ada;

f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;

g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan

yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara

binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban

lingkungan;

h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturfrn pefl,Indangan-

undangan yang berlaku;

i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan

dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

j" membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat

men5rumbat saluran pembuangan;

k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau batran

terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;

1" mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan

m.meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

Pasal 3O

Hak, kewajiban dan larangan penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 28 darr

29 wajib dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2O.

BAB \rII
SUMBER DAI{ PENGELOI,AAN KEUAI{GAN RUSI'NAWA

Bagian Kesatu

Sumber Keuangan

Pasal Sl

(1). Sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan rusunawa diperoleh dari uang

jarrinan, tarif iuran sewa rusunawa, biaya denda, hibah, modal pengelolaan, bunga

bank danf atau usatra-usaha lain yang sah.

(2). Modal pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penerima

kelola aset sementara yaitu Rusunawa .

(3). Usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a.

penyewaan ruang serbaguna; dan/atanu b. pemanfaatan mang terbuka untuk

kepentingan komersial di lingkungan rusunawa.

(4). Pengelolaan keuangan yang dilakukan Unit Pengelola diperiksa oleh instansi yang

berwenang.



BAB VIII
KL-ASIE'IKASI TAFIF

Pasal 32

{1} Klasifikasi hes21'sn ta-rif iuran sewa Rr.tsr;na\iva Type 24 digolongkax Seha.gar !-.erikut
\r,}

:

a. Lantai I untuk Hunian Rp. 45O.O0O,OOI bulan;

b. Lantai II untuk Hunian Rp. 40O.OOO,OOI bulan;

c. T-antai iII untuk Hunian Rp. 350.OOO,OO/ buian :

d. Lantai IV untuk Hunian Rp. 3OO.OOO,00/ bulan;

e" Ruang Toko Rp. 500.000,00/ bulan;

f. Ruang Pertemuan Rp 500.000,00/ hari;

g. Ruang Serbaguna Rp. 750.O0O,0O/ }:uian;

12) Tarif iuran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk operasional

lr,-rrffi i-r.i arra lictrilz / Air r{an l-rinrra lainnrraUtaiU:i: tlqjq iislr jiaf r laa +ri utqJ *

BAB I'(
TATA CARA PEMUIiT&UTAI{ DA}I PElgGEtOL&lg

Pasal 33

Ta-rif iur.=r: sevre- dipungut berdasa::kea Su-rat Ketetapan Tarif ir;rar Se-r='a {SKJIS} a+-au

dokumen lain yang dipersamakan.

Paea!.34

(1) Hasit Iuran sewa Rusunawa akan disetor Bruto ke Kas Daerah sebagai Pendapatan

Asli Daerah yang sah dan Penyetorannya melaJui Rekening Kas iJa.erah sefia.

pelaksanaan lainnnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

rindnns \-rAns berlakLl .

(2) Pengelolaan hasil Iuran sewa Rusunawa dilaporkan oleh Unit Pengelola kepada

Bupati melalui ir-epala Di::as Pemm"=han Ka..r,,asan Permukima-n da.r:. Li:rgkur:.gan

Hidup Kabupaten Halmahera Ba-rat.

BAB }E

TA?A CARA PEMEBAYARAN
Pasal 35

(1) Pembayaran tarif iuran selra yang terutang harus dibayar $etiap bulan ke Kantor

Pengelola RUST-rNA$/AlDinas Per"r:mehan, Ka.;rasa.n Permukirnan dan Lingk+rngan

Hidup atau di berikan kepada bendahara pengelola rusunawa ASN secara cash

rrauprln Trry:.sfer melalui F-ekening bendaha-ra peageloia- r?surLavJa ASN;

(2) Jatuh tempo pembayaran ditetapkan paling lama tanggal 15 (Lima Belas) bulan

l-t^ri qI qn
u'-:J 14IA!

BAB XI
Ptl"t\rA( TTTATtt

Pasal 36



(1) Surat peringatan dan/atau Surat teguran merupakan awal tindakan pelaksaan

penagihan tarif iuran sewa apabila penghuni menunggak pembayaran sewa

rusunawa selama 1 (satu) bulan.

(21 Penerbitan surat peringatan danlatau Surat teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(3) Penerbitan Surat peringatan danlatau Surat teguran yang ke 2 (dua) dikeluarkan

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sewa apabila penghuni

menunggak pembayaran sewa rusunawa selama 2 (dua) bulan berturut -turut
sebagaimana dimaksud dalam Surat Tagihan Tarif Iuaran Sewa (STTIS), maka

pihak pengelola akan melakukan penyegelan sementara fasilitas penghuni yaitu

listrik dan air sampai penglruni melakukan pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, penyewa harus

melunasi tarif sewa yang terutang sesuai dengan perjar\iian sewa.

Bagiaa Kedua

Hasil Sewa daa Pemanfaatann5i'a

Pasat 37

(1). Pendapatan hasil iuran sewa terdiri dari Komponen harga sewa sarusunawa fungsi

hunian, ruang bukan hunian, dan denda.

{2}. Pendapatan hasil iuran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dan

dipertanggungiawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(3). Pengaturan hasil iuran sewa sebagaimana dimakud pada ayat (21dapat dilakukan

oleh Unit Pengelola untuk Rusunawa yang dibangun di atas tanah milik negara

atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

(1). Hasil iuran sewa sarusunawa dimanfaatkan untuk :

a. kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan rusunawa;

b. pemasaran, pendarnpingan penghuni, pemeliharaa.Il, perawatan, perbaikan,

penggantian suku cadang, pembayaran kewajiban atas beban biaya operasi serta

pemupukan biaya cadangan; darr

c. pemanfaatan uang jaminan untuk membayar tunggakan biaya sewa, listrik, air

bersih/minum serta biaya lainnya yang belum dibayar penghuni.

{2}. Pengoperasian dan pengendalian biaya pemeliharaan dilaksanakan oleh Unit

Pengelola dan diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

BAB XII
SANKSI

Pasal 39

(1) Penghuni yang lalai dalam membayar sewa dan jaminan sewa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:



a. penghuni diberikan tenggang waktu pembayaran selama 7 {tqjuh) hari sesudah
jatuh tempo kewajiban membayar sewa;

b. jika dalam masa tenggang sebagaimana dimaksud pada huruf a penghuni
belum membayar sewa, maka pengelola dapat memberikan surat peringatan
pertama dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) hari;

c. apahila surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b telah
jatuh tempo, namun penghuni belum membayar sewa maka pengelola dapat
memberikan surat peringatan kedua dengan disertai dengan pemutusan aliran
listrik dan air;

d. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c telah
jatuh tempo, namun penghuni masih belum membayar sewa maka pengelola

dapat memberikan surat peringatan ketiga dengan melakukan upaya
pengosongan selama 7 (tujuh) hari terhadap rusunawa yang disewanya /
dikeluarkan;

(21 Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa yang lalai dalam
membayar iuran sewa dan jaminan iuran sewa dapat dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara. iztn;

f. pencabutan tetap izin;

g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XIII
PEMBIITAAII DAITT PENGAWASAIT

Pasal 4O

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan dan pengeloLaan

Rusunawa.

(2) Pelaksanaafl pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukirnan' 
BAB xrv

I(BTEIYTUA}I PEI{UTT'P
Pasal4l

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan Kanvasan

Permukiman dan Lingkungan Hldup.



Pasal 42

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggai diundangkan. Agar setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Lembara-r'i Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT PARAF
Sekretaris Daerah

T

ASS. Bid. Ekonorni & Pernh d*, "

Kadis Perkim-LH
"*

Kabas Hukum & {r

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal 2024

BUPATI BARAT

JAMES UANG

Diundangkan di "Iajlclo
Pada tanggal 7 SaWW 2024

BARAT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMCR ..%..

Ss"linnn ses;.;ai aslitzy a
Kepala Bagan Hukum dan Organisasi

Kabupaten Halmatrera Barat

Nip.

SEKR TARIS DAERAH

LALOMO. SH. LL.M
Pernkrina IV/a

19730128240644 1 0909



I,AMPIRA}t
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUP,qTI TLqLMAFIERA BARAT
24. A TAHLIIY 2024
02 SEPTEMBER 2A24
PENGELOLAA,N RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN }{ALMAHERA BARA-I'

dibawah ini

...)

l,,io. Formulir, [--l-[-l

F'ORMULIR PEND4,FTAMN

Permohonaa Menghuni R-usuaasra

Yang bertanda tangan
Nama
iliti,iiiiaL

Tempat ,/ tanggal lahir
Nomor KTP

<i.1.-, + "= .-. L --.- "---" a-.,-. 4- + :.,. -.,.,-.. 1 .- .-.-x-
L) L<r.i-Lt3 LLrtli}Jd"L LrrrBBGi ALadr cilS

Fasilitas perusahaan
Jumiah keluarga/ Pengikut
i l-- --..., :r.! .-.:-.-.--f-rrd"lU(aL f gll.Ul i caclll

Bersama ini kami mengajuka.n permohonan untuk menyewa Rusr-rnawa Tipe
27 lantai .... dengan cara pembayaran bulanan.

Kami telah melengkapi permohonan ini berupa :

1. Surat Pernyataan
2. uttta Penic,iioiiarr & Kepeirdu<iukai.r
3. Surat keterangan hekerja dan Belnm Memiliki rumah.

Dikctairui ;

Lurah/Kepala Desa/Kantor tempat bekerja
Pemohon:

( (...... ......)

potol].g ciisrni. ......potong riistni

BUKTI PENDAFTARAI{ DAII PERMOHONAN
MEI{YEUIA SATUAN HTINIAN RUST'NAWA

Alamat

No. Formulir:

PetugasPendaftaran

(..................... ....)



LAMPIRAN II : PER{TURAN BUPATI I_{ALT,4,{HER,{ BAR{T
NOi\,4CtP, :2A. A TAHLIN 2A24
TANGGAL : O2 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENCEI-CL,A'AN RU},{AH SUSUN SEDERHANA SEWA

APAR"ATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KAH U PA'I'EI\ HALfulAHT'iTA BARA'|

SURAT PERIVYATAAN

1___1 _ -_Fada irari irri, irari . , tanggai ... iluiar-r
.... " tahun

3ii)'a yang LlerLaIl(Ia tartgalr (tl ua.vva_[ lill ;

Nama
Temoat/talggal lahir
Nomor K'l'P
Alamat Rumah
Pekerjaan

Nama Tempat Kerja/Instansi :

Alamat Tempa-t Ker-jar/Instansi :

Selaku pemohon/ca.tron penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa dengan ini
menyatakan sebagai berikut :

t. tiahwa sqramemoiron menyewa saLuan hunlan Ltpe '27,
Lantai

2. Ba-hwa. ,sa-ya- sa-nggr-rp ':lan her:sedra- rnernba-yar r.r-:-ran selrra sa-tr-ta-n

dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp.
(..................).

-j'. UG.n,"u '-rXja UdirAj,;if :;lJi:] i,rr'ur Ul^l',! ji;i.;Cijl .l.il U; 11, I-

4. sebesar Rp. .. " . ( ..."...")"
5. Uang jaminan terseLrut dapat diambil kembali setela-h dipotong tunggakan-

tunggakan yang apabila satuan hunian saya kembaiikan dalarn keadaan
kosong dan baik seperti sernula, atau bila mana hak sewa saya tidak
cliperpanjar:g lag.

6. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekeninguntuk
pembayaran pemakaian utilitas (air, listrik dan gas) atas hunian yang saya
+ --***.-&

7. Bahrva saya sanggup dan bersedia mernenuhi segala ketentuan-ketentuan dan tata
cara penghunian di Rusunarva.

8. Bahwa saya setuju jangka waktu se\ ra ruang irunian dimaksud selama 12

{dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal bulan sampai dengan
ta:lggal ."..... br.rlan

9. Pernyataan dan keterangan ini kami sanggupi dan patuhi, selama kami
sebagai penyewa Rusunawa

r.''r r.,^L,,.^ h!,11;,,n 1i r... 1,,, .,1--.,- i;L-,-,*.. ^^h^nr-ti" 1Enl-,,-,iry:,:i .l ir,rr.,i . r --r,,iU. ;u;i;i.1 .-'diU.iii iiuiiiiti iUti'.t-J. 'iia(ii,.ii:iiliii ]i:ii'ii;jdh;iii],-r:,iiiii.i J iLiL;di Ui.iiis

]rang seluruhnSra rnenjadi tanggung jawab dan nama-nama penghr-rni serta
hubungan sebagai berikLrt :

No Narna Umur Hubungan dengan Penyewa Keterangan

i.
2.

5.



1 1.Apabila ada hal-hal yang tidak benar dan tidak karni sanggupi
dikemudian hari, maka pengelola mempunlrai hak untr:k setiap saat
melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku atau membutuhkan
persetujuan atas permohonan kami.

r /-) r:)^r^,.,^ -.-t-*- :,-"-;^-:i. *-....=l^-,-.-: .-.,*,.-l-. -,-..t.--"1^ :..,r,"., frc:-.-:.-r-,i.l" ijijii'vi'ii Sciiijiiai. iiiciijialii i-ruriE;iiiilii i ijiiiaijl iiLi.irliii 'r<.ii\-iii.iiiici i)LVtii if,ctJcL ii;bui i-<t

selurrh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya tersebut butir 2
di ata.s

13. Bahwa saya beserta seluruh keiuarga/penghuni yang menjadi tanggung
jawab saya adalah benar dan sesungguhnya berkeLakuan baik serta tidak
pernah tersangk:t perkar:a kytrnirel da:r ti.,toL rneniarli rrlr'er'trl nrcr;rniqnqi

terlarang.
14. Bahwa bilamana dikemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang

..--"-,-:^-l; +^^-*--^- i^..,^L-,-.--.,. +..*-,...-i... "i".; . U<iiii iaiii6E;Liiib *iLiii d;i iri-ijai, iCiiiJ'.iLLi

a. melanggar ketentual tata tertib penghunian;
b" tidak mentaati kewajiban membayar uang seuza; dan/atau
c. terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan

saya tersebut di atas,

15. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa rumah apabila
kami menunggak iuran sewa maupun kewajiban lainnya, maka kami
;nem-beli ::u -:.-;l; l:=i:-ruu b-.:nC.ahar3'r''-air -i pin,-l:; :: g:;, irsi::i iir;i'ur.i ii-i'::*u:iirci;i

perusahaan.......".... untuk memotong gaji sehesar
tunqqakan dan kewajiban lainnya selanjutnya akan disetorkan kepada
pengeiola di tempat.

Dernikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bern'reterai cukup dan
kemr:dian r;nfulq itrr qarra hrrhrrhi fan{21anga.n pada k*t dam tangg=l ter*er'$ut di atas"

Yang membuat pernyataan,

r.r 4+^f 4; PF. ! r! nn ^j.'ri Li LC i cii i\V , i \j . '\i \-r'U , -



I-4*\{PIRAN III
NO.\TCR
TANGGAL
fl.F t\T.r' A r\T/1
I !IY I I III U

PERqTUR{N BUP,T?I FL{LMAHERA BARAT
20" A. TAHLTN 2C24
02 SEPTEMBER 2A24
PENGELCLAAN RUMAF{ SUSUN SEDER.HANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA PEA{ERINTAH
I(Ai3UPATEI\ HALMIAi-IE}TA BARA:I'

SURAT KETERANGAN

EEKER'A DATI BELUIT{ ilIEMILIKI RUIIA.TI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:
Nama

Tempat/ tanggal lahir
Nomor KTP
::ig-rnal t<-t-Lriai:

Pekerjaan
Nama ?empat Keria
Aianrat'Iempat her3a
Adaiah benar
Eeke: i a nzda kanior- iaerusahaan senerii \-rlan!, re::ter a diatas rien<rqn

status
Gaji / honor per bulan sebesar Rp. ...
Tinggal di alamat di atas dengan status :

Mengontrak n
Menyewa n
Menumpang f (contreng yang periu)

Surat keterangan ini digunakan u.ntuk permohonan menyewa Rusunawa
di......

DIKtrTAHUI
I.,L-TF,AH I K.EP A.I,A ]JE,IA.

(......

NTT/NMATTTTTlJtl\-f, t,3.r1(lt

PII..{PI\TA}I I]NIT KE.P,.-IA



Lr\I\{PIR4.}I ry
j\iol.{cR
T'AI$GGAL
TENT,{NG

PER{TURqN BUPATI FIALMAHtrR,q, BAR,\T
20, A TAHLTN 2024
02 SEPTEMBER '2024
PENGELCLA{N RUI\,IAH SUSLTN SEDERHANA SEV/A
APARATLTR SiPIL NEGAP.A PEMERINTAH
I(ABUPA i iiN HALNTAH ERA TJARA I

DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN (DPK)

1 . Nama Lengkap
2. Tempat &Tanggal Lahir
-! \i,"1 en'"f h!r.c'"lr.j

ir sr 6a

4 . Agama ,/ KepercaJraan
5. Menikah /BelurnMenikah
6. Alamat /Tempat Tinggal
7. Status Tempat Tinggal
8" Pekerja-a-n Pemohon
9. Alamat Tempat Bekerja
10. Penghasilan Rata-Rata/bulan : Tetap Rp....-.

Tambahan Rp . ".

11. Pekerjaan Istri/Suami Pemohon :

i2" Penghasii'en istrirr3r;ami Pem+h+n :

13. No KTP Pemohon :

L4. l{a K=TP isi:i,/St:-a:ni Fet:rohan :

i.ampiran : Fotocopi KTP
Fnfnnnni KK

Pemc-.hcn:



I.A.MPIRAN V
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURqN BUPATI FIALN&qHERA BAR,qT
24. A TAHLTN ?O24
02 SEPI'EMBER 2024
PENGtrLOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA StrWA
APARATTIR SIPIL. NEGARA PET4ERINTAH
KABUPATEN FIALMAHERA BARAT

SUR.TT PERNYATAAN MEIIIATUI{I
TATA TERTIB PENGHUNIAIY R{IMAH RUSUN

1. Penghuni adalah penye$ra yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ser,va.
2. Teanpat penghr-rnian hanSra diperkenankan dihuni maksinrulr' 4 aranq"
3. Melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu

rrraksimum 2 x24 jarn.
4. L{encip*:l<c:l kea::lailan dan estetika {l<rl:<-'rsih,3:: dall ker;-*pihe-.n} tenj:at dea-t

lingkungan hunian.
5. Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran

,-:.- -1 - "- "-..-- -- r,,-,".+r :+r r*.dtt tlalt,L uaif, {-t;l LLt t-t-ltr"

6. Menjaga suara radio dan televisi jangan sampai mengganggu tetangga.
7. Yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara

ir*ms :::*iapr:rl-:*n keparia Krtr-r* Lingicr:ngar: d.an Bada;r Ptngei+ip.
8. Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesaflra penghuni.
9" Pengerjaan peralatan, perbaikanfrenovasi yang bersifat umum, harus seijin

+-^-+---,------.. i "----------1--,=-,---; 
.!"-.:.-. 

"-:.^,--- I]-..-t-,,-. Li---,-.-,--.1.-,!--.LLLilr65Al ysrrSirurrl !ilrl L.cll uc1ladtr i vrrS\-.rr-,ic.

10. Saling menjaga dan mernenuhi kegiatan transaksi atau memakai dan/atau
penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, yang dilarang oleh peraturan
per urrd arrg- rrri,iairgar:..

11. Perjanjian penghunian dibuat jangka waktu satu tahun da:r bisa diperpanjang
sebanyak-banyaknya tiga kali.

7'2. Penghu nL I La:m u pcngir unr y ang rrretrr tJawa .|ienclaraan lnelrerrrpalkd-r]
pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan.

13, Ketentuan-ketentuan lain yang, diatur dalam Perjanjian Sewa lVIenl,erra

Rusunanva dan diberlakukan oleh Badan Pengeloia.

Menyetujui,
Tl^*^1-^- rl. - ^..^^-..^r crltl.-,t1t.rl r\t-Ls Ll'lral\1/a:t



I.AMPIRAN VI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI IdA,LMAHtrRA BAR,\T
24. A TAHLTN 2A24
02 SEPTEMBER 2A24
PENGELOLAA,N RUMAH SUSUN SEDERHANA SEV/A
APARATI-TR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KAIJ U PATEN HALMAHER,T BAKA'I'

PERJANJLAN SEWA MtrNYEWA RU]I[A.H SUSTIN
Nomor :. .. ... .

Padahariini,...... ....,tanggal, ..Tahun. ....).ailg beftandatangarldibalvahini:
L Nama .,Jahatan Kepala Satuan Pelaksana Teknis Rumah susun.dalam hal

ini bertindak dan atas narna Dinas, . . . . . ,yang berkedudukan d i

.. ... . ...selanjutnya discbut PIIIAI( PERTA\.{,A..

?. Banak/Ibu .-nekeriaan .. ..herfemn.rt tinsgal d; Kalr-lr

i;; p"rorarr. 
";;.' 

............-...., d;;* rrrr r"r u".iro"t'"**r.dan atas ro*, or,ouo,
selanjutnya disebut PI}{AK KEDUA.

PARA PIFIAK terlebih dahulu menerangkan :

L Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat kepada PIHAK PERTAMA untuk men5iewa rumah

rususn.sebagaimaria PiitaK Ki-trtrA tciatl rnerlgaJuhati pendaltaran ciail pcllrroiiorrarr llomot'
fonnulir ......,tan99a1.......

? Ba"hrrya PIHAK PEB-TAMA telah mer'.,etulLri permohonan PIHAK PERTAI\.IA -qebagai srrrcf

penunjukan penghunian.Nomor. ......,tanggal...............surat izin penghunian rumalr susun

sederhana sewa nomor . .....,tanggal... ... .

i. iliiiAll, i.-Ei-tUA s:p:l,;:lt iui 1r-:-l:,-ir'.i. i.-rpeda se!,.11',-li: t*t:!:riti'b s*l.Ia iietent,"l:r"r-i..rtc::tr.l*L ).i:r1g
berkaitan dengan system dan prosedur penyewaan rumah susun.serta seluruh ketentuan perundang-

undangan vang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.

4. PII{AK KEDUa sepakat kcpada PiH,+x rijR falia sclirna langka r\aKtu . .........trdak
boleh menl'er,vakan kembali kepada piirak lain tanpa pcrsctujuan tertulis dari pengelola Run:ah

-cIISUn _

X,{aka PAX.\ Pllt{K dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepakat untuli meirgadakan

perianiian sewa- meu)/ewa rlengar 51,1Jaf-q;-314t dan kttcnfr-tan-ketentuan sebasai lrerikut:
BAB I

KETENTLTAN UMUh,{
Pasal l

Kata-kata yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan :

l. Perjanjian sewa menyewa rumah susun adalah hubungan hukum antara PIHAK PE'I'AMA DENGAN

bersama untuk prasarana. sarana dan utilitas umum rumah susun.

2. Biaya rumah susun sewa adalah rekening listrik PAM rekening pemakaian GAS Negara. iuran

penge io iaan y arrg i ralus o i oal ar o icir pcrry ew a, pcirgtiuir i.

3. Penl.erva adalah penghuni/peni'e\ya 1'ang mernbayar biaya iuran serva dan telah mendapat persetujuan

tertulis dari penaelr-.la nrmah qrrsrln menlrhlrni afau herfempattingnal padn,jan.gka rr.'aktr.r terfenflr.

BAB II
BIAYA I{,TRAN SEWA

Pasal 2
1. PIHAK KEDUA rvajib membayar iuran serva rumah sebagaimana dimaksud Pasal I ayat (3) perjanjian

ini kepeda PIHAK PF.RTAI\4A sehesar .."..(.. ........) per........... r,r+ng hanri

dibayar ........pada bulan jatuh tempo, serta uang jaminan ..... sewa sebesar Rp.



0".r,;;r,; 
...(..-.. .. ... ..-.) pada saat perjanjian se\ra menl'Ie\!'a ditandatangani oleh

2. Seluruh transaksi pembayaran yang lvajib memberikan bukti pembayaran yang sah atas pembayaran

sewa unit rumalr susun.

i--'.,...jr*',--.o\.,+j--',-r

PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan 109/o (sepuluh persen) dari total sewa kepada

PIHAK PERTAMA.
-i. Bairwa PiiiAK PLRfalvirr belirat unruk merririjau [ernbair braya rulat] sewa pada saai pcrparuarrgali

sewa.

*Ai3 iii
Pasal 3

Bahwa selama .iangka waktu berlakunva perianiian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK
r-Dli I AIviA ocrltaK $att DeIKelvaJluittl:
a. Wajib melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan rnendadak terhadap: saluran air hujan-

saluran air lirnhah" saluran air tinia- saluran listrik dinding luar dan penerans:'n ialanltaneea menuin

ruangan penyewa/penghuni, pipa-pipa plumbing. pipa Gas;

b. ,v\'ajib menjaga keamanan pada rurnah susun , menjaga kualitas iingkungan yang bersih dan rapih;
?. waiih meneglrr PIHAK K-FDIlA memhr-iat kesa,duhan /k-enrsuhan dan atarr pengrrrsakan fasilitas

rumah susun;

d. Elerhak untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA terhadap pelanggaran tata tertib rumah

-tr-i3r-11; r-i;111

e. Berhak melakukan punsutan iuran uans sewa serta denda.

P::::i -f

Bahwa selarna jangka waktu berlakunya perianjian se\va menyewa ini berlangsung, maka PIHAK KEDUA
berhak dan berkewajiban :

i. 1;\,'ajib rnembayar biaya rurrail slrsulr yang ditctapirarr;

2. lysjib membuang sampah pada tempatnya )'ang discdialian dcngan mcmasukkan scrta

mei:rhr-rngkrrsnva ke iJalam plastik seeara- rapih:

3. Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila kedatangan tamu yang akan rnenginap pada

unit rumah susun dalam waktu paling lambat lx24 jam.
zl Fielll:ai,: rnen.tirrirri rrnit rrrrri:ir qj!.-:r:.! r-ir..r.i:: rirr!rrii i:r"r..r.r'itvrsr t-r.l:irr::it ti,1,.,';'.i''e-".-" "i ' 9c'"

5. Berhak untuk rnenggunakan fasilitas umum di lingkungan rumah susun:

BAB IV
LAi<Ai.iCAJ\

Pasal 5

Ba,hrva selama jangLa *aktrr herhkun]':- perian"!ia-n sell,a merl'e,-r': tri herlangsr.ttts maka PIHAK- KED{-IA

dilarang;
a. Menyewakan atau rnemindahtangankan sewa unit rumah susun kepada pihak lain dengan alasan

:Jft9r\tlr1'.:ij:.i':']li,

b. Melakukan pengubahan,/perombakan unit seu,a rumah dalam trentuk apapun;

c. Menyimpan segala bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah susun atau penghuni

lailiilya:
d. L{elakulian perbuatan perjudian dalarn bentuk apapun sefta meminum rninuman keras;
c }".'[et:rknL-arr nerhrlrtnn rr.lslrcr'nt vlno rrrelanooar keqrrcilerr] rrnlll-!'! drl* lontnn'. * -a -"--'---ED*" '^-''''"--'" -"'-" -'r'-""":
f. N{engadakan pertcmuan untuk bcrbuat kriminal.terorismc,dan politik;
g. Berbuat kegaduhan atau keributan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan penghuni lain;

ll. io=,ie::relihara h**a:: peiii:al:li:* :rrperti :nj:rg,LLl,.:u:g.t:ir:,:L:ng prirtelt.bina';ellg ilar.lti*ll:,+. !-e,-*:'ri!

burung dalam sangkar atau ikan dalam aquarium;

i. Membawa,meletakan menaruh benda /barang yang beratnva melampaui batas yang telah di tentukan

sclringga ciapat mernDahayakari horrsiluksi Dangunau rurnait susun se\\a:
j Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, termasuk men'lbuang sesuatu dari tingkat

atas ke harvah:

k. Mengganggu menghalang-halangi kegiatan perneliharaan atau perbaikan rumah susun;

l. Meletakan barang atau sesuatu di ruangan umum, tangga dan tempat tasilitas besama lainnya; dan



m. l,4elakukan kegiatan transalisi aiau memakai dan /atau penl'alahgunaan narkotika dan obat-obaten keras

1,ang ,Jr larang qleh peratura-r petrnrlnn*-undangan.

BAB V
PENGALIIlAN

Paqal 6

Perjanjian sewa menye\\,a antara PIIIAK PERTAN4A dengan PIHAK KEDUA tidak dapat diaiihka baik

untuk sebagian maupun keseluruhannya dengan alasan apapun.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

i'asai 7

1. Apabila PIIiAK KEDUA dengan sengaja atau lalai mclakukan pelanggaran scbagaimana di maksud

da!.rm pasal 4 rlan pasa-l .5,..:..akn perianiian se\lia irenves,a hatal demi huktrm.dan PI}{AK KEDtlA.

bersedia memberikan penggantian kerugian kepada PIHAK PERTAI\{A sebesar jaminan sevva;

2. Apabila dalam jangka waktu I (satu) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak

oerjanjian sew'a menyewa"dan uang sewa berikut jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima

PITIAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah di potong biaya adminitrasi

strucsd.r JU ;,u lititta puiuit pcrscii 1.

3. PILIAK fiEDUA mcninggalkan unit rumah susun dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka

waktrr 7 (tr,riuhi lrari setelah memuiuckan atari plrtr.rs per:jen-lian se*'a da* mer-.'crahkan klrnci l-'eserfa

seluruh perlengkapan rumah kepada PIiIAK PERTAI\'IA.

fur:! 4

PIHAK KEDUA sepakat untuk mensesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 kitab Undanq-undang Hukum

perdata dalam ranqka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam

peryari;ian ser*-a inefiycu'a runtait susuii sewa.

tsAB \TU

PENYEI"ES A I,AN PERSEI ISIHAN

Pasal 9

1. Apabiia ter jaCi perselisihan antara PIHAK I'ERTAhLA dengan PII-IAK KIDUA, maka para pihal';

sepakat itnftrk ntenl'elesaikan dengan car,t mltsl'au',?r.qh.

Z. Apabila musyarvarah yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan maka para pihak

rnemilih penyelesaian perselisihan kepada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Kota

ai i ir r.:.,n.3 i,:ri.-a,r i l'-tl::ai: :l r l: I qi li i l i !'iln

sepakat unfuk

Demikian perjanjian sewa menyewa rumah susun ini dinyatakan sah dan mengikat para pihak yang di buat

rangSap 2 {dua,\hetmaLerai errknp dan masing-ma-sing mempun,vai kekuatan hukum ya-flg sama.

Perjar{ian se}ya menyewa rumah susun ini berlaku sejak para pihak menandatanganinya.

PI}IAK PERTAMA PII]-AK KEDUA
KEPAI,A SATIIAN I]NTT

.I'E,KNIS PENGELOLA iTUN4AH SUSUN



L{I\{PIRAN VII
Iuol\40R
TANGGAL
TENTANG

trER{TUP-{N BUPATI IIALI\{.qHERA BAP.AT
20. A T:{HLT}I 2Q24
02 SEP:I'EMBER 2024
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDER}]ANA SEV/A
APARATI.IR SIPII" IVEGARA PEMARINTAH
KABUPA'| EN HALNTAF1ERA BARA'|

SURA? PET{GANTAR

Kepada Yth.
Keh:a Lin e.kun gan,1 Desa

di-

Dengan ini menerangkan bahr,va
IJ,r.nr. : .." ..
Umur : ........
A ^^-^ ,

.i IE;d-11IcI-

Pekeriaan : .

Adalah benar yang bersangkutan sebagai penyewa Rumah Susun Sederhana Sewa lokasi

ilFrqqm g:q)fr u rlPf s9*'

_i\ L,
tT---- -Il a]ll.t

ta_-____-( JItt ri t
TT--1^--- ^^- -7^-^ -^-^r r Lr L_, Lr rlla.d-Ir L_rct rH.d-Ir

Penyewa

TZ-L-----^ 
-----NtrLc-t ?_tl tYtdJL

1.

Z.

3

Mohon yang bersangkutan dicatat sebagai \r'arga- Saudara.
Demikian keterangan ini kami sarnpaikan untuk diketahui, atas perhatian dap,
kcll asarnalya d i ucap Kan terrrna-rasii r.

Mengetahui:
?(-el_ua L.tngl<rlngan / ljesa _ - - -. --oat Kepala Satuan Unit Pengelola



L,qMPIR,qN VUI
NOl\4OF_
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUP,{Ti FLALMAHERA BARAT
20. A" TAHr*rtV 2024
02 SEPI'EMBER 2024
PtrNGtrLOLfu\N RUIUAH SUSUN StrDtrRHANA Str.'VA
APARATUR SIPIL NEGAFA PNMERINTAH
KABLJ PATEN HALfuiAFtERA BARAT

No. formulir

BERITA ACARA
.B-EU}.AI4!LAiT-CA-LO]NPgNG--UIINIRIIN4AJ.&U$_LIN

Pada hari ini, ........... tanggal bulan .............. Tahun ... Kami Petugas R.umah

Susun ASN Desa .... Safuan

1. Nama

.trabatan

2. Nama

Jabatan

i ciair rncianukan proscs priltDataiau scpltlaii nupada Laiott i'ctrgirutti :

Nama
Jabatan / Pekeriaan

i.'io. itorniuiir Fenciaiuran :

No. S. l. F

No. Penunjukkan
"i airggai
Karena yang bersangkirtan tidak nrengindahkan surat - sttrat kami :

1. Nomor
Feriiiai

7. Nomor
Perilra-1

3. Nomor : ........ Tanggal ........

Perihal : ......

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungiawab.

T\:*^-,'1,,-^utuLr rllJ4 .
r-!II' lr"T'A IJI IIIT'}IC A l,fi/ A llTi ri i\i, I 1ar rut/ urJnl l11111 I

Kepala Satuan Unit, Dibuat:
K.a. Urusan

Tcmbqls&
l. tJntuk 1,ang hersansktttan
2. (.atasar iargsung)

t t'T^nAo'I'.-^^^)i ........,,,,,......,r,. I I ql lurr I ul iFql I ,

? "....................." (Tanda Tangan)

........ Tangsal ...... ".

........ Tar:ggal ........


